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TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum
1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep penyelenggaraan negara yang
menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap pelaksanaan kekuasaan
negara. Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah maupun warga negara
harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak terdapat
tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Konsep negara hukum
bertujuan mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjamin
kepastian hukum, menciptakan keadilan, serta mengendalikan penggunaan
kekuasaan negara agar tetap berada dalam koridor hukum.®2

Menurut A. Rosyid Al Atok, negara hukum merupakan suatu bentuk
penyelenggaraan negara yang menjadikan hukum sebagai dasar dalam mengatur
hubungan antara pemerintah dan warga negara, sehingga setiap tindakan
pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.®® Sejalan
dengan pendapat tersebut, Jimly Asshiddigie menjelaskan bahwa negara hukum
adalah negara yang seluruh aspek penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya

didasarkan pada hukum, bukan semata-mata pada kehendak penguasa, sehingga

32 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., him. 69
3 A. Rosyid Al Atok, Op.Cit., him. 16
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hukum menjadi instrumen untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan
perlindungan hak-hak warga negara.3*

Konsep negara hukum pada dasarnya berkembang dari dua tradisi hukum,
yaitu rechtsstaat yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental dan rule of
law yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon. Meskipun memiliki latar
belakang sejarah yang berbeda, kedua konsep tersebut sama-sama menempatkan
hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menghendaki
adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara demi melindungi hak-hak
masyarakat.>®

Dengan demikian, negara hukum merupakan suatu sistem penyelenggaraan
negara yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan
penyelenggara negara maupun masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum,

keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum
Negara hukum dibangun atas beberapa prinsip fundamental yang menjadi
pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddigie,
prinsip-prinsip negara hukum meliputi Supremasi hukum (supremacy of law),
persamaan di hadapan hukum (equality before the law), asas legalitas (due process

of law), pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang

3 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2021, him. 121
SNi'matul Huda, Op.Cit., him. 48
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bebas dan tidak memihak, serta terwujudnya kepastian hukum.3® Prinsip-prinsip

oS tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
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a. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
Supremasi hukum merupakan prinsip yang menempatkan hukum sebagai
kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Segala tindakan
pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku

sehingga tidak ada tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang.
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b. Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)

“BISQUOpPU] Ip Nje[I2q Suek ueinjerad

Persamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara memiliki

kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi
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berdasarkan jabatan, kedudukan, agama, suku, ras, maupun golongan

tertentu. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dan
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perlakuan yang sama dalam proses penegakan hukum.

c. Asas Legalitas (Due Process of Law)
Asas legalitas mengandung pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah
harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini bertujuan mencegah
penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara dan menjamin

adanya kepastian hukum bagi masyarakat.>’
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36Jimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Depok, 2021,
him. 297
%71bid, him. 298
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d. Pembatasan Kekuasaan

Dalam negara hukum, kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara
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mutlak, melainkan harus dibatasi oleh konstitusi dan peraturan perundang-
undangan. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) serta menjamin terlindunginya
hak-hak warga negara.

e. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Suepu)-suepun) Sunpuriq eidi) jey

Negara hukum wajib memberikan penghormatan, perlindungan, dan

o
7]
=
m
=

et
=

=}
o
(9]
~
|~
o,
=]
£,
(o]
=2
(e}
wi

pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan

maupun tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak
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dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-

undangan.
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f. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak
Kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara independen, bebas dari
campur tangan pihak mana pun, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Peradilan yang independen merupakan salah satu ciri utama negara hukum
karena menjadi sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan secara
objektif.

g. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan

“IaqUUINS UENWNjueduaw uesuap ueyyooqradip ueyiprpuad uep ‘uvenijouad “yrwopeye uefunuaday ynjun ueeungsus

dirumuskan secara jelas, tegas, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara
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masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan
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hukum. Sebaliknya, norma yang kabur (vague norm) berpotensi
menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga mengurangi efektivitas

penegakan hukum.®

3. Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

Konsep negara hukum di Indonesia ditegaskan secara konstitusional dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa hukum menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga seluruh tindakan pemerintah harus
dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya mengadopsi konsep
rechtsstaat maupun rule of law, tetapi mengembangkan konsep negara hukum yang
berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Negara Hukum Pancasila menempatkan
keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan
penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang
dibentuk oleh pemerintah, termasuk Peraturan Daerah, harus mencerminkan nilai-
nilai keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat.*°

1bid, him. 300
%%Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)
40Jimly Asshiddigie, Op.Cit., him. 128
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Implementasi konsep negara hukum juga tercermin dalam kewenangan
pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan
otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, pembentukan Peraturan Daerah
tetap harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik agar norma yang dihasilkan tidak menimbulkan kekaburan dan mampu
memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.*

Dengan demikian, konsep negara hukum dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional bagi
seluruh penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pembentukan Peraturan
Daerah. Kejelasan rumusan norma dalam suatu Peraturan Daerah merupakan salah
satu bentuk implementasi prinsip negara hukum karena berkaitan langsung dengan

terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah
1. Pengertian Pemerintahan Daerah
Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Pemerintahan daerah dibentuk sebagai konsekuensi diterapkannya

“Maria Farida Indrati S, Op.Cit., him. 114
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sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.*?

Menurut Ni'matul Huda, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan
pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip otonomi daerah.** Menurut Ridwan
HR, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang
dilakukan oleh organ pemerintahan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam rangka memberikan pelayanan publik
serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.*

Sementara itu, Jimly Asshiddigie berpendapat bahwa pemerintahan daerah
merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang diberikan
kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai
dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.*®

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten,

dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

42Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 2
“Ni'matul Huda, Op.Cit., him. 25
#“Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Depok, 2020, him. 74
4Jimly Asshiddigie, Op.Cit., him. 356
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otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut menjadi landasan
konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.*®

Dengan demikian, pemerintahan daerah merupakan penyelenggara
pemerintahan pada tingkat daerah yang diberikan kewenangan oleh konstitusi dan
peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
demi meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan

pembangunan daerah.

2. Asas Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerapan otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat, meningkatkan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan,
mempercepat pembangunan daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.*’

Menurut Ni'matul Huda, otonomi daerah merupakan perwujudan
desentralisasi yang memberikan  keleluasaan  kepada daerah  untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat tanpa
mengabaikan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*®

Menurut Bagir Manan, otonomi daerah merupakan kebebasan dan

kemandirian daerah dalam mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya

46Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2)
4’Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6
“8Ni'matul Huda, Op.Cit., him. 52
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sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, namun tetap berada dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tidak mengurangi kewenangan
pemerintah pusat.*®

Dalam penyelenggaraannya, otonomi daerah berpedoman pada beberapa
asas, yaitu:

a. Asas Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah
pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

b. Asas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan (Medebewind) yaitu penugasan dari pemerintah
pusat kepada daerah atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada
daerah yang lebih rendah untuk melaksanakan tugas tertentu disertai
pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia.*

Melalui penerapan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan tetap berada

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah
Kewenangan pemerintah daerah merupakan hak dan kekuasaan yang

dimiliki daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan

49Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, FH UlI Press, Yogyakarta, 2018,
him. 35
0Ni'matul Huda, Op.Cit., him. 58-60
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pembagian urusan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Kewenangan tersebut diberikan berdasarkan prinsip desentralisasi sehingga daerah
memiliki keleluasaan dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai karakteristik
masing-masing daerah.*

Ni'matul Huda menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah
merupakan kewenangan atribusi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan
perundang-undangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.>?

Menurut Bagir Manan, kewenangan pemerintah daerah merupakan
kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada
pemerintah daerah untuk melakukan tindakan hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.>® Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
urusan pemerintahan dibagi menjadi:

a. Urusan Pemerintahan Absolut, yaitu urusan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan pemerintah pusat.

b. Urusan Pemerintahan Konkuren, vyaitu urusan yang dibagi antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi

daerah.

SINi'matul Huda, Op.Cit., him. 98
2]bid, him. 101
%3Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, FH Ul Press,
Yogyakarta, 2019, him. 71
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c. Urusan Pemerintahan Umum, yaitu urusan yang menjadi kewenangan

Presiden sebagai kepala pemerintahan.>*

Dalam konteks penelitian ini, penyelenggaraan ketertiban umum,
ketenteraman, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki
kewenangan untuk membentuk kebijakan maupun Peraturan Daerah yang mengatur

ketertiban pemanfaatan fasilitas umum, termasuk jembatan.

4. Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama kepala
daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan
Daerah dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah serta sebagai instrumen hukum dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.>®

Menurut Maria Farida Indrati, pembentukan peraturan perundang-undangan
merupakan proses penyusunan peraturan yang dimulai dari perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan

berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.>

%Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
%Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal
1 angka 8
6Maria Farida Indrati S, Op.Cit., him. 52
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Menurut Jimly Asshiddigie, pembentukan peraturan perundang-undangan
merupakan proses konstitusional yang harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas
pembentukan peraturan yang baik agar norma yang dihasilkan memiliki kepastian
hukum, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat dilaksanakan secara efektif oleh
masyarakat maupun aparat penegak hukum.>’

Dalam pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-

Suepu)-suepun) Sunpuriq eidi) jey

Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022, antara lain:

a. Asas kejelasan tujuan.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

d. Asas dapat dilaksanakan.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

f. Asas kejelasan rumusan.

g. Asas keterbukaan.®®

C. Tinjauan Umum tentang Kekaburan Norma (Vague Norm)
1. Pengertian Kekaburan Norma
Norma hukum merupakan kaidah atau pedoman yang mengatur tingkah laku
manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu

aturan yang mengikat, norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan

5Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Depok, 2020, him. 95
8Maria Farida Indrati S, Op.Cit., him. 120
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mudah dipahami agar dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap subjek
hukum. Norma yang dirumuskan secara baik akan memudahkan aparat penegak
hukum dalam menerapkan ketentuan hukum serta memberikan pedoman yang pasti
bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sebaliknya, apabila
suatu norma dirumuskan secara tidak jelas atau mengandung makna yang
multitafsir, maka norma tersebut berpotensi menimbulkan kekaburan norma (vague
norm) yang pada akhirnya mengurangi efektivitas penegakan hukum.*

Menurut Sudikno Mertokusumo, norma hukum harus memenuhi unsur
kepastian sehingga setiap orang dapat mengetahui dengan jelas apa yang
diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum. Kepastian hukum hanya dapat
terwujud apabila rumusan norma disusun secara jelas, logis, dan tidak
menimbulkan berbagai penafsiran. Oleh karena itu, norma yang kabur akan
menyulitkan pelaksanaan hukum karena membuka peluang terjadinya interpretasi
yang berbeda-beda terhadap suatu ketentuan hukum.®°

Sejalan dengan pendapat tersebut, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa
substansi hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan
penegakan hukum. Suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki rumusan
yang jelas agar dapat dilaksanakan secara efektif oleh aparat penegak hukum
maupun masyarakat. Apabila rumusan norma tidak memberikan batasan yang tegas

mengenai objek, subjek, atau ruang lingkup pengaturannya, maka akan timbul

9Satjipto Rahardjo, IImu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, him. 37
80Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta, 2019, him. 160
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ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan
pembentukan peraturan perundang-undangan.®!

Sementara itu, Bagir Manan menjelaskan bahwa pembentukan peraturan
perundang-undangan harus memperhatikan teknik penyusunan norma hukum agar
menghasilkan ketentuan yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir.
Kejelasan rumusan merupakan syarat penting dalam mewujudkan kepastian hukum
karena suatu norma yang kabur akan menyulitkan proses pelaksanaan maupun
penegakannya. Oleh sebab itu, setiap pembentukan peraturan, termasuk Peraturan
Daerah, harus memperhatikan asas kejelasan rumusan agar mampu memberikan
pedoman yang pasti bagi masyarakat dan aparatur pemerintah.5?

Kekaburan norma (vague norm) berbeda dengan kekosongan hukum
(rechtsvacuum) maupun konflik norma (conflict of norms). Kekosongan hukum
terjadi ketika suatu persoalan hukum belum diatur sama sekali dalam peraturan
perundang-undangan, sedangkan konflik norma terjadi apabila terdapat dua atau
lebih ketentuan hukum yang saling bertentangan dalam mengatur objek yang sama.
Adapun kekaburan norma terjadi ketika suatu ketentuan hukum sebenarnya telah
ada, namun rumusan norma tersebut tidak memberikan batasan yang jelas sehingga
membuka peluang munculnya berbagai penafsiran dalam penerapannya. Kondisi
inilah yang sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi

menyebabkan perbedaan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.®®

®1Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja
Grafindo Persada, Depok, 2019, him. 8
2Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill Co., Jakarta, him.
24
83Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., him. 167
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Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, kejelasan rumusan norma
menjadi salah satu syarat utama agar tujuan pembentukan peraturan dapat tercapai
secara efektif. Peraturan Daerah yang memuat norma yang kabur berpotensi
menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan, pengawasan, maupun penegakan
hukum di lapangan. Oleh karena itu, asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus menjadi pedoman dalam
penyusunan setiap Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,

Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi objek penelitian ini.

2. Bentuk-Bentuk Kekaburan Norma

Kekaburan norma (vague norm) merupakan keadaan ketika suatu norma
hukum telah ada, tetapi rumusan norma tersebut tidak memberikan batasan yang
jelas sehingga membuka peluang munculnya berbagai penafsiran dalam
penerapannya. Norma yang kabur menyebabkan masyarakat maupun aparat
penegak hukum mengalami kesulitan dalam memahami maksud pembentuk
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kejelasan rumusan menjadi salah
satu syarat penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan agar
tercipta kepastian hukum.54

Menurut Maria Farida Indrati S., kejelasan rumusan merupakan salah satu
asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Rumusan norma harus

disusun secara sistematis, menggunakan bahasa hukum yang tepat, tidak

8Maria Farida Indrati S, Op.Cit., him. 116
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menimbulkan multitafsir, serta memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban,
larangan, maupun sanksi yang diatur dalam suatu peraturan.® Sejalan dengan itu,
Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa ketidakjelasan norma hukum akan
berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan karena membuka peluang
terjadinya perbedaan interpretasi dalam penerapan kewenangan oleh aparatur
negara.®®
Sementara itu, Jimly Asshiddigie menjelaskan bahwa kualitas suatu
peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh ketepatan perumusan norma
sehingga setiap ketentuan harus disusun secara jelas.” Adapun bentuk-bentuk
kekaburan norma dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:
a. Kekaburan Subjek Hukum
Kekaburan subjek hukum terjadi apabila suatu norma tidak
menjelaskan secara tegas pihak yang menjadi sasaran atau subjek yang
dikenai ketentuan hukum. Akibatnya, timbul ketidakjelasan mengenai siapa
yang memiliki hak, kewajiban, maupun tanggung jawab terhadap
pelaksanaan norma tersebut. Misalnya, suatu Peraturan Daerah hanya
menggunakan istilah “setiap orang™ tanpa memberikan penjelasan lebih
lanjut mengenai ruang lingkup subjek yang dimaksud, apakah hanya

masyarakat umum, pelaku usaha, badan hukum, atau pihak lainnya. Kondisi

®1bid, him. 117-118
pPhilipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, 2019, him. 42
57Jimly Asshiddigie, Op.Cit., him. 99
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demikian berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan
norma.®®
Kekaburan Objek Hukum

Kekaburan objek hukum terjadi apabila norma tidak memberikan
batasan yang jelas mengenai objek yang diatur. Dalam penelitian ini,
misalnya istilah "pemanfaatan jembatan" tidak dijelaskan secara rinci
mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan maupun yang
dilarang. Tidak adanya penjelasan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan
apakah kegiatan seperti berjualan, memarkir kendaraan, meletakkan barang
dagangan, memancing, berkumpul, atau aktivitas lainnya termasuk dalam
kategori pemanfaatan jembatan yang dilarang. Ketidakjelasan tersebut
berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.
Kekaburan Rumusan

Larangan Kekaburan rumusan larangan terjadi apabila suatu norma
hanya memuat larangan secara umum tanpa menjelaskan secara rinci
perbuatan yang dimaksud. Sebagai contoh, suatu ketentuan hanya
menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kegiatan tertentu
pada fasilitas umum”, namun tidak menjelaskan bentuk kegiatan yang
termasuk dalam larangan tersebut. Rumusan yang demikian menyulitkan

masyarakat untuk mengetahui batasan perilaku yang diperbolehkan maupun

®81bid, him. 101
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yang dilarang, sehingga tujuan pembentukan norma untuk menciptakan

ketertiban hukum menjadi kurang efektif.®®
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d. Kekaburan Sanksi

i

Kekaburan sanksi terjadi apabila suatu norma tidak mengatur secara
jelas jenis, bentuk, maupun mekanisme pemberian sanksi terhadap
pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, suatu ketentuan hanya menyatakan

bahwa pelanggar "akan dikenakan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku”,
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Ketidakjelasan mengenai sanksi akan menyulitkan aparat penegak hukum
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dalam menerapkan peraturan serta berpotensi menimbulkan perlakuan yang

berbeda terhadap pelanggaran yang sama.®
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Berdasarkan uraian tersebut, bentuk-bentuk kekaburan norma dapat muncul
pada subjek hukum, objek hukum, rumusan larangan, maupun pengaturan sanksi.
Keempat bentuk kekaburan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum karena membuka ruang bagi berbagai penafsiran dalam penerapan suatu
peraturan. Dalam konteks penelitian ini, indikasi kekaburan norma terlihat pada
pengaturan mengenai Kketertiban pemanfaatan jembatan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 yang belum memberikan batasan

secara jelas mengenai ruang lingkup pemanfaatan jembatan serta bentuk-bentuk
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3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekaburan Norma

Kekaburan norma (vague norm) pada dasarnya tidak muncul dengan
sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam proses pembentukan
maupun perumusan suatu peraturan perundang-undangan. Norma hukum yang
tidak disusun secara cermat akan menimbulkan ketidakjelasan makna sehingga
membuka peluang terjadinya berbagai penafsiran. Menurut Maria Farida Indrati S.,
salah satu syarat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
adalah adanya kejelasan rumusan, yaitu setiap norma harus menggunakan bahasa
hukum yang tepat, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir agar dapat
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.’*

Sejalan dengan pendapat tersebut, Jimly Asshiddigie menyatakan bahwa
kualitas suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam merumuskan
norma, karena norma yang tidak jelas akan menyulitkan pelaksanaan maupun
penegakannya.’? Sementara itu, Bagir Manan menjelaskan bahwa kelemahan dalam
teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sering kali menjadi penyebab
munculnya norma yang tidak efektif dan sulit diterapkan dalam praktik.”

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekaburan norma
antara lain sebagai berikut.

a. Perumusan Norma yang Kurang Jelas
Perumusan norma yang kurang jelas merupakan penyebab utama

terjadinya kekaburan norma. Suatu ketentuan hukum harus dirumuskan

"Maria Farida Indrati S, Op.Cit., him. 118
2Jimly Asshiddigie, Op.Cit., him. 95
8Bagir Manan, Op.Cit., him. 27
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dengan kalimat yang tegas, sistematis, serta mudah dipahami oleh
masyarakat maupun aparat penegak hukum. Apabila rumusan norma
menggunakan kalimat yang tidak lengkap atau tidak memberikan batasan
yang jelas mengenai hak, kewajiban, larangan, maupun kewenangan, maka
akan timbul berbagai penafsiran dalam penerapannya. Oleh karena itu,
perumusan norma yang baik menjadi syarat utama terciptanya kepastian
hukum.”
Penggunaan Istilah yang Multitafsir

Kekaburan norma juga dapat disebabkan oleh penggunaan istilah
atau frasa yang memiliki lebih dari satu makna. Penggunaan istilah yang
tidak memiliki definisi yang jelas memungkinkan setiap orang memberikan
penafsiran yang berbeda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing.
Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, istilah hukum
harus dipilih secara cermat agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi
yang dapat menghambat pelaksanaan norma.
Tidak Adanya Definisi Hukum

Suatu norma akan sulit dipahami apabila tidak disertai dengan
penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang digunakan di dalamnya.
Oleh karena itu, banyak peraturan perundang-undangan mencantumkan
ketentuan umum yang berisi definisi berbagai istilah hukum sebagai

pedoman dalam pelaksanaannya. Ketiadaan definisi terhadap istilah tertentu

"4Philipus M. Hadjon, Op.Cit., him. 48
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dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai ruang lingkup pengaturan
sehingga membuka peluang terjadinya kekaburan norma.”
Tidak Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan Lain

Faktor lain yang menyebabkan kekaburan norma adalah tidak
adanya sinkronisasi antara suatu peraturan dengan peraturan perundang-
undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Ketidaksesuaian
tersebut dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih pengaturan ataupun
perbedaan pengertian terhadap objek hukum yang sama. Akibatnya, aparat
penegak hukum maupun masyarakat mengalami kesulitan dalam
menentukan ketentuan hukum yang harus diterapkan sehingga kepastian
hukum menjadi terganggu.
Kurang Memperhatikan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kekaburan norma juga dapat terjadi apabila pembentukan peraturan
perundang-undangan tidak memperhatikan asas-asas pembentukan
peraturan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022. Salah satu asas yang sangat penting adalah asas kejelasan
rumusan, yaitu setiap peraturan harus disusun dengan bahasa hukum yang

jelas, sistematis, serta mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan

"Ibid, him. 49
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berbagai penafsiran. Pengabaian terhadap asas tersebut akan berpotensi

menghasilkan norma yang kabur dan sulit diterapkan secara efektif.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekaburan norma
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kelemahan
dalam teknik perumusan norma, penggunaan istilah yang multitafsir, tidak adanya
definisi hukum, kurangnya sinkronisasi dengan peraturan lain, hingga tidak
diterapkannya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Faktor-faktor tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan setiap produk
hukum, termasuk Peraturan Daerah, agar mampu memberikan kepastian hukum
serta menjamin efektivitas pelaksanaannya dalam masyarakat. Dalam konteks
penelitian ini, faktor-faktor tersebut menjadi dasar untuk menganalisis apakah
pengaturan mengenai Kketertiban pemanfaatan jembatan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 mengandung kekaburan norma

yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

4. Akibat Hukum Kekaburan Norma
Kekaburan norma (vague norm) dalam suatu peraturan perundang-
undangan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang berdampak terhadap
efektivitas pelaksanaan hukum maupun terciptanya kepastian hukum dalam
masyarakat. Norma hukum yang tidak dirumuskan secara jelas akan menyulitkan
masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya, sekaligus menyulitkan aparat

pemerintah dalam melaksanakan serta menegakkan ketentuan hukum tersebut.

®Ibid, him. 50
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Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum harus memberikan kepastian melalui
norma yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi setiap subjek hukum
dalam bertindak. Norma yang kabur akan mengurangi fungsi hukum sebagai sarana
menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.’’

Sejalan dengan itu, Jimly Asshiddigie menegaskan bahwa kualitas suatu
peraturan sangat bergantung pada kejelasan rumusan normanya karena norma yang
tidak jelas akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut.’
Sementara itu, Ridwan HR menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan
pemerintahan, ketidakjelasan norma dapat menimbulkan kesalahan dalam
penggunaan  kewenangan administrasi  sehingga berpotensi  merugikan
masyarakat.”

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan oleh kekaburan norma antara lain
sebagai berikut.

a. Menimbulkan Multitafsir
Norma yang dirumuskan secara tidak jelas akan membuka peluang
lahirnya berbagai penafsiran terhadap ketentuan yang sama. Perbedaan
penafsiran dapat terjadi antara masyarakat, aparat penegak hukum, maupun
pemerintah sebagai pelaksana peraturan. Akibatnya, penerapan hukum
menjadi tidak seragam sehingga tujuan pembentukan peraturan sulit
tercapai.

b. Tidak Memberikan Kepastian Hukum

""Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., him. 134
8Jimly Asshiddigie, Op.Cit., him. 84
®Ridwan HR, Op.Cit., him. 83
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Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila norma hukum
disusun secara jelas, tegas, dan mudah dipahami. Kekaburan norma
menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara pasti mengenai hak,
kewajiban, maupun larangan yang harus dipatuhi sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum.8°
Sulit Ditegakkan

Norma yang kabur akan menyulitkan aparat pemerintah maupun
aparat penegak hukum dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan
terhadap pelanggaran. Ketidakjelasan mengenai objek, subjek, maupun
ruang lingkup pengaturan menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak
efektif karena tidak terdapat ukuran yang pasti dalam menentukan telah
terjadi pelanggaran atau tidak.

Berpotensi Menimbulkan Penyalahgunaan

Kewenangan Ketidakjelasan norma dapat memberikan ruang yang
luas bagi pejabat atau aparat pemerintah dalam menafsirkan suatu ketentuan
sesuai dengan subjektivitasnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan
tindakan yang sewenang-wenang (abuse of power) karena tidak adanya
batasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan kewenangan.

Berpotensi Menimbulkan Sengketa Hukum

Perbedaan penafsiran terhadap suatu norma sering kali menjadi

penyebab timbulnya sengketa hukum, baik antara masyarakat dengan

pemerintah maupun antarinstansi pemerintah. Sengketa tersebut muncul

8Jbid, him. 95
57



“BISQUOpPU] Ip Nje[I2q Suek ueinjerad

P R e s g

ueduap rensas ‘sinuad eidn yey uveyyesusw edue) ‘Yrwapeye mojisodal 1p ur uawmnyop ueysnqrisipuaw uep uedunuaur yeyraq eAULY SLIISIIATY|

‘Isyues ueyeuayIp jedep uep Fuetepp ednl sws

i

233uefed neje [eiszowoy uesunuaday ynjun uizr edue) ueeun

11 ueSuop Tensas 1syues ueyeuayIp 1edep eido yey uen

“eIseuopuy 1p €1di) ey

“IaqUUINS UENWNjueduaw uesuap ueyyooqradip ueyiprpuad uep ‘uvenijouad “yrwopeye uefunuaday ynjun ueeungsus

Suepu)-suepun) Sunpuriq eidi) jey

‘Sueuamraq yeyrd neje sipnuad wep sinire) urzi edue) [esIowoy uenlng ynjun I uawnYop ueNIsngquisipuaw neje yeAueqradwaw Juere[ig

uISeapuy wes| Se)sIA)

karena masing-masing pihak memiliki pemahaman yang berbeda mengenai
maksud dari norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.®
f. Menimbulkan Ketidakadilan

Norma yang tidak jelas juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan
karena penerapan hukum terhadap kasus yang sama dapat menghasilkan
perlakuan yang berbeda. Ketidaksamaan dalam penerapan hukum tersebut
bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before
the law) yang menjadi salah satu prinsip negara hukum.8?

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekaburan norma tidak
hanya berdampak terhadap kepastian hukum, tetapi juga memengaruhi efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak
masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, ketidakjelasan pengaturan mengenai
ketertiban pemanfaatan jembatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir Nomor 3 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran mengenai
bentuk-bentuk pemanfaatan jembatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang.
Kondisi tersebut dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan
pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah serta menimbulkan ketidakpastian
hukum bagi masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum.

5. Upaya Mengatasi Kekaburan Norma
Kekaburan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan perlu segera

diatasi agar tujuan pembentukan hukum dapat tercapai secara optimal. Menurut

81bid, him. 96
8|bid
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Maria Farida Indrati S., kejelasan rumusan merupakan salah satu asas penting
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga apabila suatu norma
menimbulkan multitafsir, diperlukan langkah-langkah hukum untuk memberikan
kepastian terhadap penerapannya.®®

Senada dengan itu, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa
penyelesaian terhadap norma yang kabur dapat dilakukan melalui metode
penafsiran hukum maupun pembentukan norma baru yang lebih jelas.®* Sementara
itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa pembentukan maupun perubahan
peraturan harus tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar
tercipta perlindungan hukum bagi masyarakat.®

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekaburan norma
adalah sebagai berikut:
a. Penafsiran Hukum (Legal Interpretation)

Apabila suatu norma belum memberikan kejelasan, maka langkah
pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan penafsiran hukum oleh hakim
maupun aparat yang berwenang. Bentuk-bentuk penafsiran hukum meliputi:
1) Penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan norma berdasarkan arti bahasa

atau susunan kalimat dalam peraturan.
2) Penafsiran  sistematis, yaitu menafsirkan norma  dengan
menghubungkannya dengan ketentuan lain dalam sistem peraturan

perundang-undangan.

8Maria Farida Indrati S, Op.Cit., him. 117
84peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., him. 148
®Philipus M. Hadjon, Op.Cit., him. 52
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3) Penafsiran historis, yaitu menafsirkan norma berdasarkan sejarah

pembentukan peraturan.

P R e s g

4) Penafsiran teleologis atau sosiologis, yaitu menafsirkan norma berdasarkan
tujuan pembentukan peraturan sehingga penerapannya sesuai dengan

kepentingan masyarakat.%®

b. Melakukan Perubahan Peraturan (Legislative Review)
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maka diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan. Perubahan tersebut bertujuan memperjelas rumusan norma agar
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tidak lagi menimbulkan berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya. Dalam

konteks penelitian ini, apabila ketentuan mengenai pemanfaatan jembatan
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dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 masih
menimbulkan ketidakjelasan, maka Pemerintah Daerah bersama DPRD dapat
melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut.®’
c. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
Harmonisasi dilakukan agar materi muatan suatu peraturan tidak
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan lain yang
sederajat. Harmonisasi juga bertujuan menghindari tumpang tindih pengaturan

sehingga tercipta sistem hukum yang terpadu dan memberikan kepastian
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hukum.88
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8peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., him. 153
8"Maria Farida Indrati S, Op.Cit., him. 205
%1bid, him. 186
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d. Perumusan Norma yang Jelas

Penyusunan norma harus memperhatikan asas kejelasan rumusan

P R e s g

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan

i

Perundang-undangan. Norma harus menggunakan bahasa hukum yang
sederhana, tegas, sistematis, dan tidak mengandung makna ganda agar mudah
dipahami oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

e. Pengujian Peraturan
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Perundang-undangan Upaya terakhir untuk mengatasi kekaburan
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norma adalah melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan

(Judicial review). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terdapat ketentuan dalam
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Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau
menimbulkan ketidakpastian hukum, maka ketentuan tersebut dapat
dimohonkan pengujian kepada Mahkamah Agung.®°
Berdasarkan uraian tersebut, upaya mengatasi kekaburan norma dapat
dilakukan melalui penafsiran hukum, perubahan peraturan, harmonisasi peraturan
perundang-undangan, penyusunan norma yang memenuhi asas kejelasan rumusan,
serta pengujian Peraturan Daerah melalui Mahkamah Agung. Langkah-langkah

tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan
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pemerintahan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya dalam
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pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

81bid, him. 190
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D. Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Umum
1. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum merupakan keadaan yang memungkinkan masyarakat
menjalankan aktivitas secara aman, tertib, dan nyaman sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, ketertiban umum menjadi salah satu
tujuan penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan terciptanya
kehidupan masyarakat yang tertib, terlindungi, serta terjaminnya kepentingan
umum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban
melalui pembentukan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan.*

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, ketertiban umum merupakan keadaan
masyarakat yang teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat
berlangsung secara efektif dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada
masyarakat. Ketertiban umum diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengaturan
(regeling) dan fungsi pengawasan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan.®*

Selanjutnya, Sjachran Basah menjelaskan bahwa ketertiban umum
merupakan salah satu tujuan utama hukum administrasi negara yang harus
diwujudkan melalui tindakan pemerintah berdasarkan asas legalitas. Setiap

tindakan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum harus memiliki dasar

9E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta,
2018, him. 5
9Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017,
him. 128
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kewenangan yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan
tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.®?

Sementara itu, Bagir Manan berpendapat bahwa penyelenggaraan
pemerintahan daerah tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan publik, tetapi
juga menjaga ketertiban umum melalui pembentukan kebijakan dan peraturan
daerah yang mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kejelasan
norma dalam Peraturan Daerah menjadi Syarat penting agar pelaksanaannya tidak
menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan.®

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketertiban umum
tidak hanya berkaitan dengan keamanan masyarakat, tetapi juga mencakup
pemanfaatan fasilitas umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Oleh karena
itu, berbagai sarana publik seperti jalan, trotoar, taman, terminal, maupun jembatan
harus dimanfaatkan sesuai ketentuan hukum agar tidak mengganggu kepentingan
masyarakat secara luas. Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah
dalam menyusun kebijakan mengenai ketertiban umum, termasuk melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023.

2. Ruang Lingkup Ketertiban Umum
Ruang lingkup ketertiban umum pada dasarnya mencakup seluruh aspek
kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan terciptanya keadaan yang aman,

tertib, tenteram, nyaman, dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban

92Gjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara,
Alumni, Bandung, 2019, him. 45
%Bagir Manan, Op.Cit., him. 83
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umum tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan gangguan keamanan, tetapi juga
mencakup kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum, penggunaan fasilitas
umum sesuai peruntukannya, perlindungan terhadap kepentingan umum, serta
terpeliharanya ketenteraman dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, ruang
lingkup ketertiban umum menjadi sangat luas karena menyentuh berbagai bidang
penyelenggaraan pemerintahan daerah.®*

Menurut Bagir Manan, ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum
merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan upaya
pemerintah dalam menjaga kepentingan masyarakat melalui pembentukan
kebijakan, pengawasan, dan penegakan peraturan perundang-undangan. Ketertiban
umum menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan
perlindungan masyarakat.®®

Sementara itu, Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan bahwa ruang lingkup
ketertiban umum meliputi segala aktivitas masyarakat yang dapat memengaruhi
kepentingan umum, baik yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman,
kebersihan, ketertiban lalu lintas, penggunaan fasilitas umum, maupun pemanfaatan
ruang publik. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai aktivitas
tersebut agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan masyarakat
secara luas.®® Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ruang lingkup

ketertiban umum meliputi:

9E. Utrecht, Op.Cit., him. 67

%Bagir Manan, Op.Cit., him. 124

%Prajudi Atmosudirdjo, Op.Cit., him. 185
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a. Ketertiban penggunaan jalan dan fasilitas umum;

b. Ketertiban lalu lintas dan transportasi;

c. Ketertiban kegiatan perdagangan pada ruang publik;

d. Ketertiban kebersihan dan lingkungan hidup;

e. Ketenteraman masyarakat;

f. Perlindungan terhadap aset dan fasilitas milik pemerintah daerah.®’

Dalam penelitian ini, ruang lingkup ketertiban umum difokuskan pada
pemanfaatan jembatan sebagai fasilitas umum. Jembatan merupakan bagian dari
prasarana transportasi yang dibangun untuk menunjang mobilitas masyarakat
sehingga penggunaannya harus sesuai dengan fungsi utamanya. Setiap aktivitas
yang mengubah fungsi jembatan, seperti berjualan, meletakkan barang dagangan,
parkir, maupun aktivitas lain yang menghambat lalu lintas dan membahayakan
keselamatan pengguna jalan, termasuk dalam ruang lingkup pengaturan ketertiban
umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan
pengaturan yang jelas agar pemanfaatan jembatan tetap sesuai dengan tujuan

pembangunannya dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan
pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi

Ibid
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masyarakat yang aman, tertib, tenteram, dan terlindungi melalui penyelenggaraan
pelayanan publik, pembinaan masyarakat, pengawasan, serta penegakan Peraturan
Daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan asas
otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.®®

Menurut Bagir Manan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asas otonomi daerah.
Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah membentuk Peraturan
Daerah sebagai instrumen hukum untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan,
termasuk penyelenggaraan ketertiban umum. Peraturan Daerah harus disusun
berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar
dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum kepada
masyarakat.! Selanjutnya, Sjachran Basah menjelaskan bahwa pemerintah daerah
dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan memiliki kewenangan untuk
melakukan tindakan hukum administrasi guna menjaga ketertiban umum. Namun
demikian, setiap tindakan tersebut harus didasarkan pada asas legalitas sehingga
tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta tetap menjamin
perlindungan hukum bagi masyarakat.*

Menurut Ni'matul Huda, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya
berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga bertujuan menciptakan ketertiban
dan kepastian hukum melalui pembentukan kebijakan daerah yang selaras dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap Peraturan

%Bagir Manan, Op.Cit., him. 137
%Sjachran Basah, Op.Cit., him. 74
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Daerah harus memiliki rumusan norma yang jelas agar dapat diterapkan secara
efektif oleh pemerintah daerah maupun dipatuhi oleh masyarakat.'%

Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan
Masyarakat sebagai dasar hukum penyelenggaraan ketertiban umum di daerah.
Peraturan Daerah tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam
mengatur penggunaan fasilitas umum, termasuk jembatan. Namun demikian,
apabila rumusan norma mengenai pemanfaatan jembatan tidak disusun secara jelas,
maka dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda sehingga mengurangi

efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah dan kepastian hukum bagi masyarakat.

E. Tinjauan Umum Tentang Pemanfaatan Jembatan
1. Pengertian Jembatan

Jembatan merupakan salah satu bentuk infrastruktur transportasi yang
memiliki peranan sangat penting dalam menunjang mobilitas masyarakat.
Keberadaan jembatan memungkinkan tersambungnya jaringan jalan yang terpisah
oleh sungai, rawa, lembah, saluran air, maupun hambatan geografis lainnya
sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung secara lancar. Dalam konteks
pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, jembatan bukan hanya

dipandang sebagai bangunan fisik semata, tetapi juga sebagai prasarana publik yang

1%0Ni'matul Huda, Op.Cit., him. 105
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berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta
meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.1°t

Menurut Djoko Murjanto, jembatan adalah suatu konstruksi yang dibangun
untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah, seperti
sungai, lembah, saluran irigasi, maupun jalan lainnya, sehingga arus lalu lintas
dapat berlangsung secara aman dan berkesinambungan. Jembatan harus dirancang
sesuai dengan standar teknis karena berfungsi menopang beban kendaraan maupun
pejalan kaki dalam jangka waktu yang panjang. Dengan demikian, keberadaan
jembatan tidak hanya memperlancar hubungan antardaerah, tetapi juga menjadi
bagian penting dari sistem transportasi yang harus dijaga keberlangsungan
fungsinya.1%?

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa jembatan mempunyai fungsi yang
sangat strategis dalam menunjang konektivitas wilayah. Tanpa adanya jembatan,
hubungan antarwilayah akan terhambat sehingga berdampak terhadap aktivitas
ekonomi, sosial, maupun pelayanan pemerintahan. Oleh sebab itu, pembangunan
dan pemanfaatan jembatan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat
luas. Sementara itu, Eugene Oglesby dan R. Hicks menjelaskan bahwa jembatan
merupakan struktur teknik sipil yang dirancang untuk memberikan jalur
transportasi yang aman dalam melewati berbagai hambatan alam maupun buatan.
Sebagai bagian dari sistem jaringan jalan, jembatan harus memenuhi aspek

keamanan, kekuatan konstruksi, kenyamanan pengguna, serta efisiensi lalu lintas.

101K ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Modul Perencanaan Teknik
Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta, 2021, him. 1
1%2Djoko Murjanto, Teknik Jembatan, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, him. 2
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Oleh karena itu, penggunaan jembatan harus tetap sesuai dengan kapasitas dan
fungsi yang telah direncanakan sejak awal pembangunan agar umur konstruksi
dapat dipertahankan dan keselamatan pengguna tetap terjamin.%

Pendapat tersebut menegaskan bahwa fungsi jembatan tidak hanya
bergantung pada kualitas konstruksi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola
pemanfaatannya. Apabila jembatan digunakan di luar fungsi yang semestinya,
seperti dijadikan tempat berdagang, menyimpan barang, ataupun aktivitas lain yang
membebani struktur jembatan, maka hal tersebut berpotensi mempercepat
kerusakan konstruksi sekaligus mengurangi tingkat keselamatan pengguna jalan.
Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan
bahwa jembatan merupakan bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dibangun
untuk menjamin kesinambungan jaringan transportasi nasional maupun daerah.
Oleh karena itu, jembatan harus dipelihara, diawasi, dan dimanfaatkan sesuai
dengan ketentuan teknis maupun ketentuan hukum agar tetap dapat memberikan
manfaat secara optimal bagi masyarakat. Pemanfaatan jembatan yang tidak sesuai
dengan fungsi utamanya dapat mengurangi tingkat pelayanan jalan, mengganggu
kelancaran lalu lintas, bahkan menimbulkan risiko kecelakaan.'%*

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa jembatan merupakan
fasilitas umum yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang mobilitas
masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Oleh karena

itu, keberadaan jembatan tidak hanya memerlukan pembangunan dan pemeliharaan

193Eugene Oglesby dan R. Hicks, Highway Engineering, McGraw-Hill, New York, 2019,
him. 411
104K ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pedoman Teknis Pemeliharaan
Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta, 2022, him. 6
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yang baik, tetapi juga harus didukung oleh pengaturan hukum yang jelas mengenai
pemanfaatannya. Dalam penelitian ini, pengertian jembatan menjadi penting karena
objek yang dikaji bukan terletak pada aspek teknis konstruksi, melainkan pada
aspek hukum mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023. Dengan
demikian, pemanfaatan jembatan harus tetap berorientasi pada fungsi utamanya
sebagai fasilitas umum sehingga tercipta kepastian hukum, ketertiban umum, dan
perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
2. Fungsi Jembatan sebagai Fasilitas Umum

Jembatan merupakan salah satu bentuk fasilitas umum yang disediakan oleh
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi.
Sebagai fasilitas umum, jembatan memiliki fungsi yang sangat strategis karena
menjadi penghubung antarwilayah yang dipisahkan oleh sungai, rawa, saluran air,
maupun rintangan alam lainnya. Keberadaan jembatan memungkinkan masyarakat
melakukan mobilitas secara lebih mudah, aman, dan efisien sehingga aktivitas
ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintahan dapat
berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan jembatan tidak hanya
berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan
publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah.1%

Menurut Khisty dan Lall, jembatan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem transportasi karena berfungsi menjaga kesinambungan

jaringan jalan sehingga arus lalu lintas tidak terputus oleh hambatan geografis.

1051 bid
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Tanpa adanya jembatan, distribusi barang, jasa, maupun perpindahan penduduk
akan mengalami hambatan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu
wilayah. Oleh sebab itu, jembatan memiliki fungsi strategis sebagai infrastruktur
transportasi yang mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan
daerah.1%®

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama jembatan adalah
sebagai sarana penghubung yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam
melakukan berbagai aktivitas. Keberadaan jembatan bukan hanya memberikan
manfaat secara teknis dalam bidang transportasi, tetapi jJuga memiliki dampak yang
besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
menjelaskan bahwa jembatan merupakan aset infrastruktur publik yang harus
dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya. Jembatan dibangun untuk
menunjang kelancaran lalu lintas, meningkatkan konektivitas wilayah,
mempercepat distribusi hasil produksi masyarakat, serta mendukung pemerataan
pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melakukan pemeliharaan,
pengawasan, dan pengendalian terhadap penggunaan jembatan agar manfaatnya
dapat dirasakan secara berkelanjutan.%’

Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa jembatan memiliki fungsi
pelayanan publik yang harus dijaga oleh pemerintah maupun masyarakat. Apabila

jembatan dimanfaatkan di luar fungsi utamanya, maka tujuan penyelenggaraan

106C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, Transportation Engineering: An Introduction, Pearson
Education, New Jersey, 2019, him. 298
107Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Op.Cit., him. 5
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fasilitas umum menjadi tidak optimal bahkan dapat mengurangi usia konstruksi
jembatan serta membahayakan keselamatan pengguna.

Menurut Soerjono Soekanto, fasilitas umum merupakan sarana yang
diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara luas sehingga penggunaannya
harus mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan perseorangan.
Oleh karena itu, setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara,
dan menggunakan fasilitas umum sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan agar
tetap memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.'%

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa fungsi jembatan sebagai
fasilitas umum tidak hanya sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai
sarana pelayanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan
pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan
jembatan harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan tujuan pembangunannya.
Dalam penelitian ini, fungsi tersebut menjadi dasar penting untuk menilai apakah
pengaturan mengenai pemanfaatan jembatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 telah memberikan kepastian hukum atau justru

masih mengandung kekaburan norma.

3. Pemanfaatan Jembatan dalam Perspektif Hukum
Dalam perspektif hukum, jembatan merupakan bagian dari fasilitas umum
yang penguasaan dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara melalui

pemerintah. Oleh karena itu, pemanfaatan jembatan tidak dapat dilakukan secara

1%830erjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok, 2022, him. 365
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bebas oleh setiap orang, melainkan harus memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur fungsi, penggunaan, serta perlindungan
terhadap fasilitas umum tersebut. Pengaturan hukum mengenai pemanfaatan
jembatan bertujuan memberikan kepastian hukum, menjaga keselamatan
masyarakat, serta menjamin agar fungsi utama jembatan sebagai prasarana
transportasi tidak berubah.

Menurut Bagir Manan, setiap aset publik yang dikuasai negara harus
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Negara melalui
pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan fasilitas umum agar
tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Pengaturan
tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam mewujudkan
kepentingan umum melalui instrumen hukum.®

Selanjutnya, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan
pemerintah dalam mengatur penggunaan fasilitas umum merupakan bagian dari
fungsi pengaturan (regeling) dalam hukum administrasi negara. Kewenangan
tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, asas kepastian hukum, serta
asas kecermatan sehingga setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang
jelas dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.!!® Pendapat tersebut

memperlihatkan bahwa pembentukan norma hukum mengenai pemanfaatan

jembatan harus dirumuskan secara jelas agar dapat dipahami oleh masyarakat

109Bagir Manan, Op.Cit., him. 186
10pPhilipus M. Hadjon, Op.Cit., hIm. 95
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maupun aparat pemerintah. Ketidakjelasan norma akan menyulitkan proses
pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, jalan
beserta bangunan pelengkapnya, termasuk jembatan, merupakan prasarana
transportasi yang penggunaannya harus sesuai dengan fungsi jalan dan
diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu,
setiap bentuk pemanfaatan yang mengganggu fungsi jalan dan jembatan dapat
dikenai pembatasan maupun penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. !

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pemanfaatan jembatan
dalam perspektif hukum harus selalu didasarkan pada fungsi utamanya sebagai
fasilitas umum. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengawasi,
serta membatasi penggunaan jembatan melalui peraturan perundang-undangan.
Dalam penelitian ini, aspek tersebut menjadi penting karena objek kajian
difokuskan pada kejelasan norma mengenai pemanfaatan jembatan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023.

4. Ketertiban Pemanfaatan Jembatan
Ketertiban pemanfaatan jembatan merupakan kondisi penggunaan jembatan
yang sesuai dengan fungsi, tujuan, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga

tercipta keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan.

111yndang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
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Ketertiban tersebut tidak hanya bergantung pada kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam membentuk norma
hukum yang jelas, melakukan pengawasan, serta menegakkan hukum secara
konsisten. Dengan demikian, ketertiban pemanfaatan jembatan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan ketertiban umum oleh pemerintah
daerah.

Menurut E. Utrecht, ketertiban umum merupakan keadaan yang
memungkinkan masyarakat menjalankan kehidupannya secara aman berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pemerintah
diberikan kewenangan mengatur penggunaan fasilitas umum agar tidak terjadi
tindakan yang mengganggu kepentingan masyarakat.! Pendapat tersebut
menunjukkan bahwa penggunaan jembatan harus selalu mengutamakan
kepentingan umum dibandingkan kepentingan perseorangan. Aktivitas yang dapat
menghambat fungsi jembatan, seperti berjualan, parkir, menempatkan barang, atau
penggunaan lain yang mengganggu lalu lintas, pada dasarnya merupakan bentuk
pemanfaatan yang perlu diatur melalui norma hukum yang jelas.*2

Menurut Philipus M. Hadjon, penyelenggaraan ketertiban umum
merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam melaksanakan hukum administrasi
negara. Pemerintah memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, dan
penegakan hukum terhadap penggunaan fasilitas umum agar tetap sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.!?

12g, Utrecht, Op.Cit., him. 72
13philipus M. Hadjon, Op.Cit., him. 103
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Selanjutnya, Bagir Manan menjelaskan bahwa ketertiban umum hanya
dapat diwujudkan apabila setiap peraturan perundang-undangan memiliki rumusan
yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat
maupun aparat pemerintah. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah harus
memperhatikan asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum agar tidak
menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.'!*

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa ketertiban pemanfaatan
jembatan tidak hanya berkaitan dengan perilaku masyarakat, tetapi juga sangat
dipengaruhi oleh kualitas norma hukum yang mengaturnya. Dalam penelitian ini,
ketertiban pemanfaatan jembatan menjadi fokus utama untuk menilai apakah
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 telah mengatur
secara jelas bentuk-bentuk pemanfaatan jembatan atau masih mengandung

kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

F. Tinjauan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor
3 Tahun 2023

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun

2023 merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan tata

kelola pemerintahan yang tertib, memberikan kepastian hukum, serta menjawab

kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan berbagai aktivitas yang berkaitan

dengan kepentingan umum. Peraturan daerah dibentuk sebagai instrumen hukum

daerah yang memiliki fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberikan

14Bagir Manan, Op.Cit., him. 194
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perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat.'%®

Dalam konteks Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki karakteristik
wilayah dengan banyak sungai dan keberadaan berbagai fasilitas penghubung
seperti jembatan, diperlukan suatu pengaturan yang mampu menjaga fungsi fasilitas
umum tersebut agar dapat dimanfaatkan secara aman, tertib, dan berkelanjutan.
Pemanfaatan jembatan yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya dapat
menimbulkan berbagai permasalahan, seperti gangguan terhadap arus lalu lintas,
risiko keselamatan pengguna jalan, serta berkurangnya fungsi pelayanan publik.1

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor 3 Tahun 2023 menjadi langkah pemerintah daerah dalam memberikan dasar
hukum mengenai tata cara pemanfaatan fasilitas umum, termasuk jembatan,
sehingga penggunaannya tetap memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, dan
kepentingan masyarakat luas.

Tujuan utama pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor 3 Tahun 2023 adalah untuk menciptakan keteraturan dalam pemanfaatan
ruang publik serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun
masyarakat. Peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat
membatasi, tetapi juga sebagai pedoman agar setiap tindakan masyarakat dalam

menggunakan fasilitas umum tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*’

5Maria Farida Indrati Soeprapto, IImu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi
Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2021, him. 35
118Jimly Asshiddigie, Op.Cit., him. 120
1 1bid
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Selain itu, pembentukan peraturan daerah tersebut bertujuan untuk menjaga
fungsi utama jembatan sebagai sarana transportasi dan penghubung antarwilayah.
Dengan adanya aturan yang jelas, pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan
serta penertiban terhadap kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jembatan
maupun membahayakan pengguna fasilitas tersebut. Dengan demikian, keberadaan
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 diharapkan
mampu mewujudkan keseimbangan antara hak masyarakat dalam menggunakan
fasilitas publik dengan kewajiban menjaga ketertiban umum.*8

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 mengatur
mengenai Kketertiban dalam pemanfaatan fasilitas umum sebagai bagian dari
penyelenggaraan ketertiban masyarakat. Pengaturan tersebut memberikan batasan
terhadap berbagai bentuk penggunaan fasilitas yang tidak sesuai dengan fungsi dan
peruntukannya. Dalam hal pemanfaatan jembatan, ketertiban menjadi aspek
penting karena jembatan merupakan infrastruktur publik yang digunakan oleh
masyarakat secara bersama-sama. Setiap aktivitas yang dilakukan di atas atau
sekitar jembatan harus memperhatikan aspek keselamatan, kelancaran mobilitas,
serta tidak menghambat kepentingan pengguna lainnya. Pengaturan tersebut pada
dasarnya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas jembatan, seperti
penggunaan ruang jembatan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi lalu lintas,
aktivitas perdagangan tanpa izin, maupun kegiatan lain yang dapat menimbulkan

gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu, norma dalam peraturan daerah

1181 hid
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Umum dan Ketenteraman Masyarakat
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penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan jembatan.
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